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Yanneri Andreas Panjaitan (B111 13 369), Analisis Hukum Keuangan 
Negara Terhadap Penambahan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan 
Walikota Manado 2015 Dengan Menggunakan APBD Kota Manado. 
dibimbing oleh Bapak Marten Arie  (selaku Pembimbing I) dan Bapak 
Ruslan Hambali (selaku Pembimbing II).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme 
penambahan anggaran pelaksanaan pemilihan walikota manado 2015 
dengan menggunakan APBD kota Manado. Selain itu penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui legalitas penambahan anggaran pelaksanaan 
pemilihan walikota manado 2015 dengan menggunakan APBD kota 
Manado.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah 
Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Metode Wawancara dan Metode Kepustakaan, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan yang diteliti.  
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme yang digunakan 
dalam penambahan anggaran pemilihan walikota adalah menggunakan 
mekanisme penggeseran. Jika dibandingkan antara das sollen dan dan sein 
dalam hal mekanisme penggeseran, ada sedikit perbedaan dalam 
pelaksanaan dilapangan. Dalam pelaksanaan dilapangan, pemerintah 
melakukan proses audit terlebih dahulu dalam proses penggeseran. Hal ini 
dilakukan karena kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum dilakukan 
penggeseran dan pencairan dana. Tetapi dari mekanisme pengeseran 
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang 
menjadi pembedanya adalah dilakukannya audit terlebih dahulu sebelum 
dilakukan pembahasan penggeseran anggaran. Dalam hal keabsahan 
penambahan anggaran berupa penggeseran anggaran, pemerintah telah 
melakukan penggeseran anggaran yang dilaksanakan secara sah, dengan 
dasar bahwa dilakukannya penambahan dalam keadaan darurat. Hal ini 
dapat dilihat dalam perbandingan kriteria keadaan darurat dengan keadaan 
dilapangan. Dimana keadaan dilapangan memenuhi kriteria dari keadaan 
darurat itu sendiri. Dengan demikian, dilakukannya penggeseran terkait 
penambahan anggaran pemilihan walikota adalah sah/legal dengan dasar 
bahwa dilakukan dalam keadaan darurat.   
 








Yanneri Andreas Panjaitan (B111 13 369), Analysis of State Financial 
Law on Budget Addition at City of Manado Mayor Election 
Implementation 2015 Using Local Government of City of Manado 
Budget. Supervised by Marten Arie (as Supervisor I) and Ruslan 
Hambali (as Supervisor II).  
 
This research aims to find out the mechanism of budget addition on 
City of Manado Mayor Election implementation 2015 using Local 
Government City of Manado budget. Besides, this research also aims to find 
out the legality of budget addition on City of Manado Mayor Election 
Implementation 2015 using local government city of Manado budget 
This research was conducted in Management and Local Assets 
Service Office of City of Manado Government, North Sulawesi. Data 
collection methods used are interview method and library research, thus the 
data collected was analyzed descriptive qualitatively until acquired the 
desired data and conclusion of problem scrutinized. 
This research indicated that the mechanism used in budget addition 
is by utilizing shifting mechanism. If it is being compared between das sollen 
and das sein related to shifting mechanism, there would be a slight 
difference in field implementation In field implementation, government 
conducted audit process beforehand in shifting process. It is due to the 
activity was conducted before underwent shifting and disbursement of 
funds. Yet, from the sifting mechanism was in accordance with legislation. 
But, what constituted difference was the conduct of audit beforehand before 
conduct consideration on shifting budget. In legality issue of the budget 
addition such as shifting budget, government has conducted shifting budget 
legally, with basis that the implementation of the addition was construed 
under emergency. It is can be seen in comparison between emergency and 
field condition. In which field condition has fulfilled criteria of emergency 
itself. Therefore, the implementation of shifting budget relating to budget 
addition in city of Manado election is legal with basis that it was construed 
under emergency. 
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A. Latar Belakang 
Tipe negara kesejahteraan modern yang dianut berdasarkan 
Undang- Undang Dasar 1945, adalah negara memiliki tanggung jawab 
untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia1. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Pancasila yang menjadi 
dasar dari negara yang harus diwujudkan dalam pembangungan negara di 
Indonesia. Salah satu wujudnya dalam hal pengembangan daerah baik di 
pemerintah daerah maupun di masyarakatnya. Ini diwujudkan dengan 
dilakukannya transformasi tata kelola pemerintahan untuk menjamin 
kehidupan masyarakatnya.  
Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengarah 
pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata kelola 
pemerintahan yang baik2, salah satu bentuk pengarahannya dalam 
pemerintahan saat ini dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang 
baik, yang bertujuan mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan 
yang baik di berbagai sektor seperti dalam hal kewenangan pemerintah 
daerah saat ini pemerintah pusat sudah tidak melakukan pemusatan 
kekuasaan di ibukota negara, tetapi sudah menyebar ke tiap daerah 
pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan 
                                                          
1Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuagan Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, hlm. 103 
2 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 
hlm. Vi 
2 
dasar permusyawaratan dari daerah masing-masing. Hal ini tertuang dalam 
Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang secara nyata berdasar ketentuan diatas bahwa republik 
Indonesia mengakui adanya pemerintahan daerah yang diberikan 
kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengurus dan 
mengatur serta menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka 
mewujudkan pelaksanaan otonomi yang berkeadilan  
Dengan tujuan selain mewujudkan transformasi tata kelola 
pemerintahan yang baik, pemerintah juga dapat diberikan kewenangan 
untuk mewujudkan bestuurszor (kesejahteraan umum) dengan cara 
pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan 
masyarakat3. Hal tersebut merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita bangsa yang oleh 
karena itu, dilakukanlah desentralisasi pada tiap daerah. Desentralisasi 
mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, 
melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih 
rendah4. Dari berlakunya desentralisasi inilah yang memunculkan hak 
otonomi di tiap daerah sebagai representasi dari mewujudkan 
kesejahteraan umum yang bertujuan agar transformasi tata kelola 
pemerintahan dapat berjalan baik berdasarkan Undang-undang dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   
                                                          
3 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, hlm. 229 
4Philippus M Hadjon (dkk), 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogjakarta: 
Gadjah Mada Universty Press, hlm. 112 
3 
Saat ini daerah sudah diberikan hak otonomi untuk menetukan 
sendiri kebijakan daerah masing-masing yang dimana tertuang dalam Pasal 
22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mengatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan 
daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Jelas ini merupakan salah 
satu wewenang pemerintah dalam menjalankan segala bentuk kebijakan 
untuk daerah masing-masing. Tujuan utama pembentukan kebijakan yang 
dibuat untuk daerah adalah memberikan arahan, petunjuk, ataupun 
pedoman kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya5. Salah satu bentuk dari kebijakan 
daerah adalah berasal dari hak otonom yang dipegang oleh daerah otonomi 
itu sendiri. Salah satu pilar pokok otonomi daerah yang merupakan hak 
otonomi adalah kewenangan daerah untuk mengelola sendiri keuangan 
daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan daerah6.  
Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan sepenuhnya 
kepada daerah perihal menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri, 
maka kewenangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan 
tanggung jawab dari pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 20037, ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presidan sebagian 
                                                          
5 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar:  Identitas Universitas 
Hasanuddin, hlm. 214 
6 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 
hlm. 176 
7 Dapat dilihat dalam Pasal 6 ayar 2 poin c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara 
4 
diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah 
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah 
dalam kepemilikian kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dilakukan 
agar nantinya berpengaruh terhadap peranan pemerintah daerah dalam 
meningkatkan fungsi pemerintahan secara umum.  
Perlu diketahui bahwa luasnya kewenangan pemerintah daerah 
dalam pengalokasian dana akan selalu dapat disesuaikan dengan skala 
prioritas dan prefensi dari suatu daerah yang nantinya pengeluaran APBD 
tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat dengan 
masyarakat dan bukan merupakan kebutuhan yang tidak di utamakan. 
Maka dari itu, hubungan keuangan yang diciptakan antara pemerintah 
pusat dan daerah masuk ke dalam tugas pembantuan sebagaimana tertulis 
dalam Pasal 279 ayat (3). Konsep dari penganggaran dana untuk 
kepentingan daerah harus berdasarkan anggaran berbasis kinerja.  
Penganggaran dana untuk kepentingan daerah saat ini harus 
berdasar pada anggaran berbasis kinerja secara penuh diterapkan. Hal ini 
harus dilakukan agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2003, agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan 
dan kegunaannya bagi masyarakat.8  
Bentuknya adalah dengan managemen keuangan (anggaran) yang 
harus dikelola dengan baik. Karena pada saat ini, anggaran berbasis kinerja 
dinilai sebagai suatu pilihan sistem penganggaran yang mampu 
menstilmulasi manajeman birokrasi yang mengacu pada prinsip efektivitas, 
                                                          
8 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112 
5 
efisiensi alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan pendanaan 
insfraktuktur publik, menstimulasi keterbukaan dan akuntabilitas, serta 
untuk penghematan anggaran tanpa melupakan prinsip profesionalitas 
yang dimana tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.9  
Menurut A. W. Widjaja10, dalam perencanaan anggaran sampai pada 
penggunaan anggaran harus terpacu dalam anggaran berbasis kinerja agar 
baik bagi daerah kedepannya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari berbagai 
permasalahan yang dapat mengakibatkan pembangunan itu tertunda. Oleh 
karena itu pada saat penyusunan anggaran harus mengacu pada Norma 
dan prinsip anggaran yang berupa tranparasi dan akuntabilitas, disiplin 
anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, harus 
berdasar format anggaran.  
Namun pada kenyataannya, walaupun pemerintah daerah berusaha 
mewujudkan hal itu, selalu saja ada faktor yang dapat menyebabkan hal 
tersebut itu seakan tidak berlaku. Hal ini dapat dilihat dari maraknya 
kebijakan daerah yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi daerah itu 
sendiri. Salah satu bentuknya dengan dilakukannya pelimpahan beban 
pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di suatu daerah ke 
anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut. Padahal Anggaran 
pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung 
                                                          
9 W, Riawan Tjandra,2014, op. cit, hlm. 63 
10 A. W. Widjaja, 2014 Otonomi daerah dan daerah otonom, Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, hlm.68 &69 
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jawab. Dengan demikian, anggaran pendapatan dan belanja daerah harus 
benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 
Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 
Tahun 201511 dikatakan bahwa pendanaan pemilihan bupati dan wakil 
bupati/ walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. 
Dan secara jelas juga dalam peraturan tersebut bahwa dalam hal 
penganggaran dana pelaksanaan pemilihan harus ada pembahasan antara 
KPU, Pemerintah Kota dalam hal ini badan keuangan daerah, dan DPRD 
agar nantinya dana pelaksanaan yang dibebankan pada APBD dapat 
dianggarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan 
transparan. Oleh Karena itu maka sebelum pelaksanaan kegiatan, 
anggaran sudah harus ada dan sudah harus diterima oleh pihak KPU agar 
nantinya KPU dapat membiayai segala keperluan yang berkaitan dengan 
pemilihan. Kalaupun ada pemilihan ulang, pemilihan susulan ataupun 
pemilihan lanjutan, maka prosedurnya harus dilaksanakan sama dengan 
ketika melakukan pemilihan sebelumnya, yaitu anggaran sudah harus ada 
sebelum pelaksanaan kegiatan. 
Namun yang terjadi pada tahun 2015 adalah suatu kejadian luar 
biasa karena telah dilakukannya penundaan pemilihan kepala daerah pada 
beberapa daerah sehingga ada beberapa pemilihan dialihkan ke tahun 
2016. Hal ini jelas menghambat regenerasi dalam kepemipinan daerah dan 
pembangunan daerah itu sendiri.  
                                                          
11 Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 tahun 2015 Pasal 2 ayat 
(2) Tentang Dasar Pendanaan Pilkada oleh Pemerintah daerah/Provinsi 
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Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam wawancaranya di Balai 
Kartini oleh Kompas menilai bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 
2015 masih jauh dari harapan efisien secara anggaran. Total anggaran 
untuk menggelar Pilkada di 269 daerah mencapai Rp 6,7 triliun dimana 
yang diincar adalah efektivitas dan efesiensi pelaksanaan12.  Dan pada 
waktu pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 lalu, KPU resmi menunda 
pemilihan kepala daerah di lima daerah dari 269 daerah dengan alasan 
menunggu putusan PTTUN (pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara)13. Hal 
ini menimbulkan permasalahan baru bahwa selain diundur 
pelaksanaannya, juga menimbulkan permasalahan pendanaan pemilihan 
kepala daerah di lima daerah tersebut. Salah satu daerah yang mengalami 
penundaaan adalah kota Manado. KPU kota manado mengalami 
kekurangan anggaran untuk melaksanakan pemilihan kepala 
daerah/Walikota yang sebelumnya ditunda. 
Yang awalnya sebelum penundaan, KPU Manado mendapat 
bantuan anggaran sebesar 20 Miliar Rupiah untuk pelaksanaan. Namun 
telah digunakan sebesar 18 Miliar Rupiah untuk keperluan pemilihan yang 
kemudian pemilihan tersebut ditunda dan sisa anggaran KPU hanya 2 Miliar 
                                                          
12 
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/18035191/Mendagri.Pilkada.Serentak.Lebih
.Mahal.tetapi. Diakses 22 november 2016 pukul 00.25 WITA yang membahas bahwa 
pelaksanaan pilkada serentak ini memakan biaya yang banyak namun pada intinya 
mengejar efisiensi waktu 
13 
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/08/20350641/KPU.Tunda.Pilkada.Serentak.di.L
ima.Wilayah diakses 22 november 2016 pukul 00.18 WITA yang dimana membahas alasan 
penundaan pilkada serentak di lima wilayah. 
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rupiah14 dan uang tersebut berada di rekening KPU namun tidak dapat 
digunakan tanpa seizin pemerintah kota Manado. Untuk melaksanakan 
pemilihan yang sempat tertunda, KPU meminta izin kepada pemerintah 
kota Manado untuk menggunakan anggaran sebesar 2 Milliar rupiah 
tersebut dan mengusulkan penambahan anggaran sebesar 8 miliar dengan 
ketentuan dibutuhkan 6 Miliar lagi setelah 2 Miliar sebelumnya disetujui oleh 
pemerintah kota. 15 
Namun permasalahan muncul Karena kebutuhan KPU yakni sebesar 
8 miliar baru tersedia 2 miliar yang merupakan sisa dana pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah yang ditunda sebelumnya sedangkan tambahan 6 
miliar yang diminta oleh KPU tidak tertata pada APBD kota Manado. Selain 
karena sebelumnya pada pelaksanaan pemilihan sebelum ditunda KPU 
mendapat bantuan dana untuk pelaksanaan sebelumnya sebesar 20 Miliar, 
pembahasan APBD dilakukan sebelum ditundanya pemilihan walikota 
sehingga perlu ditemukan suatu mekanisme yang dapat menambah 
anggaran pemilihan kepala daerah tersebut. Karena perlu payung hukum 
yang kuat mengingat sebelumnya pemerintah kota Manado sudah 
mengeluarkan 20 Miliar untuk anggaran sebelum ditundanya pemilihan 
kepala daerah.16 
                                                          
14http://www.fajartotabuan.com/2016/02/terkait-dana-pilkada-manado-20-m-kata.html 
diakses 23 Januari 2017 pukul 21.03 WITA yang dimana membahas tentang penggunaan 
dana pilwako Manado sebesar 20 Miliar rupiah 
15http://manadoline.com/ini-jadual-tahapan-pilwako-manado-17-februari-2-m-anggaran-
awal-mendesak-dibutuh-kpu/ diakses tanggal 23 Januari 2017 pukul 20.15 WITA yang 
dimana KPU pada saat itu menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan 
PILWAKO susulan yang sempat ditunda pada 9 Desember 2015. Yang sampai pada 
akhirnya KPU tetap melaksanakan walaupun dana tambahan yang diminta belum cair 
sehingga KPU bertaruh untuk berutang pada pihak ketiga  
16http://www.manadomakatana.com/2016/01/pemkot-manado-butuh-landasan-
hukum.html diakses pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 20.15 WITA yang dimana dalam 
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Mengingat bahwa pemilihan Kepala daerah yang ditunda dalam hal 
ini pemilihan walikota Manado merupakan agenda strategis nasional yang 
penting, maka KPU telah melakukan rapat dan sepakat untuk 
melaksanakan pemilihan pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai arahan 
KPU Pusat. Dalam keadaan tanpa cukup tersedia anggaran. Yang dapat 
dipastikan dalam hal pelaksanaan secara nyata bertentangan dengan asas 
umum perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Setiap pejabat 
dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban 
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak 
tersedia atau tidak cukup tersedia.17 Hal ini jelas menimbulkan masalah 
perihal berutangnya KPU kepada pihak ketiga akibat pelaksanaan 
pemilihan yang kemudian menjadi beban pemerintah daerah.    
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dan melakukan analisa terhadap 
penganggaran pemilihan walikota manado, tindakan badan keuangan kota 
manado dan penjabat walikota pada saat masalah itu terjadi. Oleh karena 
itu penulis mengambil judul ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA 
TERHADAP PENAMBAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN 
WALIKOTA MANADO 2015 DENGAN MENGGUNAKAN APBD KOTA 
MANADO 
 
                                                          
artikelnya, Asisten I Pemkot Manado menjelaskan bahwa untuk memenuhi keinginan KPU, 
harus ada landasan hukum yang jelas karena panambahan anggaran yang diminta KPU 
tidak tertata dalam APBD 2016    
17 Dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penambahan anggaran 
pelaksanaan pemilihan walikota Manado 2015 dengan 
menggunakan APBD kota Manado? 
2. Bagaimana Legalitas Penambahan Anggaran Pelaksanaan 
Pemilihan Walikota 2015 Diadakan? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penambahan 
anggaran pelaksanaan pemilihan walikota Manado 2015 dengan 
menggunakan APBD kota Manado 
2. Untuk mengetahui bagaimana legalitas penambahan anggaran 
pelaksanaan pemilihan walikota manado 2015 dengan 
menggunakan APBD kota Manado 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Diharapkan hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoritis 
bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum 
keuangan daerha dalam hal ini terhadap pengelolaan dan 
penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota 
Manado  
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2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi referensi tambahan 
bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang 
yang sama 
3. Diharapkan hasil penulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan 
apabila terjadi permasalahan yang sama dengan yang dikaji 












A. Hukum Keuangan Negara 
1. Keuangan Negara 
Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu 
negara dan amat menetukan kelangsungan perekonomian baik sekarang. 
Oleh karena itu, untuk memperoleh pengertian keuangan negara perlu 
dilakukan perumusan keuangan negara. Perumusan keuangan negara 
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:18 
a. Pendekatan dari sisi objek 
Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi 
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik 
berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
b. Pendekatan dari sisi subjek 
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi 
seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau 
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan 
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan 
negara. 
                                                          
18 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara 
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c. Pendekatan dari sisi proses 
Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut 
di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 
dengan pertanggunggjawaban. 
d. Pendekatan dari sisi tujuan 
Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, 
kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Berdasarkan pendekatan-pendekatan sebagaimana diuraikan 
diatas, menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara 
dirumuskan sebagai berikut: 
“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”19 
 
 Berdasar dari pengertian tersebut, maka keuangan negara dapat 
disimpulkan juga dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas meliputi 
APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan 
sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya 
meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan 
mempertanggungjawabkannya.20 
                                                          
19 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17-Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
20 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10 
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Pada hakikatnya keuangan dalam arti sempit merupakan bagian 
keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, 
keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan 
belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam 
arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas 
sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan 
demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun 
dalam bentuk undang-undang.21 
2. Hukum Keuangan Negara 
Perkembangan hukum keuangan negara dimulai pada akhir abad 
kedua puluh tatkala negara telah berupaya mencampuri urusan atau 
kepentingan warganya. Pada saat itu negara memiliki tipe yang 
membedakan dengan negara klasik yang disebut negara kesejahteraan 
modern. Istilah ini digunakan pula di Indonesia yang tercermin dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah beberapa kali 
diamandemen, ternyata tetap menganut tipe negara kesejahteraan modern. 
Jika ditelusuri substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia, maka dapat ditemukan peraturan terkait keuangan negara yaitu 
dalam pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23 B, dan Pasal 23C.22 Hal ini 
membuktikan bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang 
tertulis, yang berarti tidak mengenal kaidah hukum tidak tertulis.  
                                                          
21Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuagan Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, hlm. 103 
22 Ibid, Hlm 4 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang 
mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk uang dan barang yang dikuasai oleh negara terkait dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.23 
 
B. Anggaran 
Dalam suatu pelaksanaan kegiatan ataupun program dari suatu 
daerah perlu dilakukan penyusunan rencana, baik itu dilapangan maupun 
dalam hal pemenuhan kebutuhan, mengimpun data dari lapangan untuk 
mendapatkan kepastian perihal hal-hal yang perlu disiapkan, kebutuhan 
saat dilapangan nantinya, maupun jumlah biaya yang dibutuhkan agar 
dengan jelas memenuhi dari segala kebutuhan kegiatan/ program. Dari 
dasar pemahaman diatas, maka muncul yang disebut anggran (Budget). 
Anggaran dapat didinisikan dalam arti sempit maupun arti luas. 
Dalam arti sempit, anggaran dimaksudkan sebagai rencana kerja 
keuangan. Sedangkan dalam arti luas anggaran merupakan suatu proses 
yang terus menerus, dimulai dari tahap penyusunan anggaran sampai 
tahap pengesahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh yang 
berwenang24.  
Menurut M. Nafarin, pengertian anggaran 25adalah: 
“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 
program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan 
                                                          
23 Ibid, Hlm 2 
24 Lalu Hendy Yujana, 1999, Akutansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. hlm. 104  
25 M. Nafarin, 2007, Penganggaran perusahaan, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba empat, 
hlm. 11 
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rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara 
kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam 
jangka waktu tertentu”  
 
Menurut Munandar (2005)26 pengertian anggaran yaitu suatu 
rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan 
perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku 
untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. 
Menurut Glenn A. Welsch, anggaran (Budget) adalah bentuk 
statement dari rencana dan kebijakan managemen yang dipakai dalam 
suatu periode tertentu sebagai petunjuk atas blue print didalam periode ini27 
Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan 
yang secara tertulis yang disusun secara sistematis yang secara langsung 
membantu perencanaan dari suatu kegiatan/ program yang telah 
direncanakan sebelumnya untuk dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. 
Dalam pemerintahan daerah maupun negara sendiri, jangka waktu yang 
dimaksud adalah setahun pelaksanaan kegiatan (satu tahun).   
 
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
1. Pengertian APBD 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di 
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.28 . Sedangkan dalam 
                                                          
26  Zulia Hanum, “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten 
Serdang Begadai”, Jurnal Manajemen & Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Sumatra Utara vol 11, Nomor 01 April 2011, hlm. 41. 
27 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 
hlm.2 
28 Diatur dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang no 17 tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara yang membahas tentang pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau biasa disebut APBD 
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Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
dalam Pasal 1 ayat (32) dikatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Dalam hal ini ditetapkan 
bersama antara kepala daerah bersama Dewan perwakilan rakyat daerah.  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005, APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah29 
Selain pengertian yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, ada juga pengertian lain mengenai APBD. Yang dimana 
pengertian APBD itu dikeluarkan menurut para ahli. Pada masa orde lama, 
terdapat pula definisi APBD 30yang dikemukakan oleh Wajong (1962:81) 
yang menurut nya: 
“APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) 
yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislative 
(DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) 
untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah 
sesai rancangan yang menjadi dasar (groundslag) penetapan 
anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk 
menutupi pengeluaran itu.” 
 
 Menurut Badrudin, bahwa APBD adalah suatu rencana kerja 
pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan 
dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, 
dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun 
                                                          
29 Dapat dilihat pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
30 Abdul Halim, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba empat, Jakarta, hlm. 20.  
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waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh 
DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.31 
Menurut John F. Due, anggaran belanja pemerintah (APBD) adalah 
suatu pernyataann mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan 
penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data tentang 
pengeluaran dan penerimaan sebenarnya untuk periode mendatang dan 
periode yang telah lampau. 
Unsur-unsur definisi menurut John F. Due adalah: 
a. Biasanya anggaran belanja memuat data-data keuangan 
mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-
penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu 
b. Jumlah-jumlah yang akan diusulkan untuk tahun mendatang 
c. Jumlah-jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan 
d. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu32 
Jadi dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
APBD adalah rencana keuangan daerah yang diadakan untuk mencapai 
sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan dalam kurun waktu 
setahun yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang 
kemudian disepakati bersama dan ditetapkan dalam peraturan 
perundangan yang disebut peraturan daerah. 
Tiga komponen utama dalam APBD yaitu belanja daerah, 
pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen ini sangat 
                                                          
31 Badrudin Rudi, 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogjakarta, hlm. 
97 
32 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 
hlm. 2 
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mempengaruhi keberhasilan ekonomi suatu daerah. Jika dikelola dengan 
baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian 
daerah.33 
Untuk pengelolaan APBD sendiri, harus mengikuti Best Practice 
mengenai pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU Keuangan 
Negara, yaitu: 
a. Akuntabilitas dan berorientasi pada hasil 
b. Profesionalitas 
c. Proporsionalitas 
d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 
e. Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas 
dan mandiri. 
Anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam 
mendukung siklus perencanaan strategi daerah. Hal ini dikarenakan 
apabila kualitas anggaran rendah maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi 
pemerintahan daerah cenderung lemah.34  Jika hal ini terjadi, maka wujud 
dari visi dan misi daerah dan pemerintah daerah yang akan datang akan 
sulit dicapai. Namun pada nyatanya sampai saat ini APBD belum dianggap 
sebagai bagian yang berperan sangat penting dalam siklus perencanaan 
strategi dan pembangunan kepentingan umum yang menyangkut 
masyarakat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena selama ini 
                                                          
33 Irdha Anisyah Marsudi Gorahe, Vecky Masinambow dan Daisy Engka, “ANALISIS 
BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI 
SULAWESI UTARA”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sam Ratulangi, vol 14 no. 3 tahun 2014, hlm. 2.  
34 Mardiasmo,2004, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, 
Yogjakarta, hlm 176 
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anggaran daerah lebih dianggap merupakan instrument pembinaan 
pemerintah atasan kepada pemerintah yang dibawahnya.  
Anggaran daerah dalam hal ini APBD secara nyata merupakan 
wujud dari instrument kebijakan anggaran daerah yang menduduki posisi 
sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan dari penganggaran di daerah 
itu sendiri. Sehingga perlu di fungsikan secara optimal sebagai alat untuk 
menetukan besar pendapatan dan pengeluaran dari daerah tersebut, 
membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, 
otoritas penegluaran di masa -masa yang akan datang, sumber 
pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi 
para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit.  
Sebagai instrument managemen, APBD diharapkan akan semakin 
mampu menampung aspirasi perencanaan dan insiatif masyarakat. Karena 
dengan inisiatif masyarakat sendiri, sangat menentukan bagaimana 
pemerintah daerah berhasil bekerja sama dengan masyarakat dalam hal 
pemanfaatan APBD bagi seluruh elemen dan mewujudkan peran APBD 
sebagai instrument managemen itu sendiri. 
2. Fungsi APBD 
Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 
kenyataannya sama dengan fungsi Anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang tertuang dalam UU keuangan negara. Berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keuangan negara, fungsi anggaran adalah 
sebagai berikut35: 
                                                          
35 Undang-undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara 
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 
pada tahun yang bersangkutan. 
b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara 
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 
kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara 
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus 
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
perekonomian. 
e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran 
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah 
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 
keseimbangan fundamental perekonomian. 
Dengan memperhatikan aspek dalam penganggaran yang diatur 
dalam undang-undang keuangan negara, anggaran daerah memiliki peran 
penting dalam system keuangan daerah. Peran anggaran daerah dapat 
dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu36: 
                                                          
36 Mardiasmo,2004, op.cit, hal 183-184 
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a. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yaitu: 
1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan 
visi dan misi yang ditetapkan 
2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk 
mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative 
simber pembiayaan 
3) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai 
program dan kegiatan yang telah disusun 
4) Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 
b. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali, yang digunakan 
untuk: 
1) Mengendalikan efisiensi pengeluaran 
2) Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemenrintahan 
daerah 
3) Mencegah adanya overspending, underspending, dan salah 
sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran 
pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas 
4) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional 
program atau kegiatan pemerintah 
c. Angaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan 
untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui pemberian dorongan, fasilitasi, dan koordinasi 
kegiatan ekonomi masyarakat sehinnga dapat mempercepat 
pertumbuhan ekonomi. 
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d. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan 
prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas 
tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk 
komitmen ekslusif dan kesepakatan legislative atas penggunaan 
dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar 
masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh 
sebab itu, penyususnan anggran membutuhkan political skill, 
coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman 
tentang prinsip managemen keuangan publik 
e. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam 
organisasi pemerintah daerah dilihat dalam proses penyusunan 
anggaran 
f. Anggaran sebagai alat evaluasi kerja. Anggaran pada dasarnya 
merupakan wujud komitmen pemerintaha daerah kepada 
pemberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan 
dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan 
dinilai berdasarkan target anggaran yang direalisasikan 
g. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi 
manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, 
efektif, dan efisien dalam mencapai targer kinerja 
h. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan 
ruang publik, dalam artian proses penyusunan anggaran harus 
melibatkan seluas mungkin masyarakat 
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Berkaitan dengan hal tersebut, APBD memiliki peranan yang sangat 
penting. Hal ini disebabkan karena37: 
a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat 
daerah yang bersangkutan 
b. Merupakan saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan 
bertanggungjawab 
c. Memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah 
d. Merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap 
daerah dengan cara yang mudah dan berhasil 
e. Merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk 
melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-
batas tertentu. Oleh karena itu, penyusunan APBD haruslah 
dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan skala 
prioritas dan kepentingan daerah.  
Berdasarkan dari peranan diatas, kepala daerah dalam penyusunan 
rencana APBD harus menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai 
dasar penyusunan rencana kerja dan satuan kerja perangkat daerah. 
Berdasarkan dari prioritas dan platform anggaran, kepala daerah menyusun 
rencana kerja dan anggran satuan kerja perangkat daerah dengan 
pendekatan berdasar prestasi yang akan dicapai. Dan dalam 
penyusunannya, APBD harus disusun dalam pendekatan kinerja yang 
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi 
biaya yang ditetapkan yang memuat38: 
                                                          
37 C.S.T Kansil, 2003, Sistem pemerintahan Indonesia edisi revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 
hlm.156 
38 A. W. Widjaja. 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, hal 157 
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a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja 
b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 
komponen kegiatan yang bersangkutan 
c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi 
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja 
modal/pembangunan 
d. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah, dikembangkan 
standar analisis belanja, tolak ukur kinerja, dan standar biaya. 
Uraian tersebut dimaksudkan merupakan indicator dana tau sasaran 
kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan 
pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. 
Mengikuti dari skala prioritas dan platfon anggaran pada APBD, ada 
struktur APBD yang dilaksanakan berdasarkan bidang pemerintahan yang 
dicantumkan kode rekningnya disesuaikan dengan kewenangan daerah 
yang dimiliki dan dilaksankanan sesuai tanggung jawab dari perangkat-
perangkat daerah yang berperan sebagai pusat pusat pertanggungjawaban 
sesuai dari fungsi masing-masing. Struktur APBD yang dilaksankan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 yang diatur dalam 
Pasal 20 ayat (1). Dalam Pasal tersebut, struktur dari APBD adalah: 
a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 
c. Pembiayaan Daerah 
Pendapatan daerah menurut Pasal 1 ayat (15) UU Keuangan daerah 
adalah merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai 
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kekayaan bersih. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah 
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang 
melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, 
yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh daerah.39 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, sumber-sumber pendapatan daerah adalah dari pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 
Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain 
berupa bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dari pihak ketiga, lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah yang diluar dari pajak dan retribusi 
daerah seperti jasa, giro, dan hasil penjualan aset daerah. 
Pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 
Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dilarang40: 
a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 
menyebabkan ekonomi biaya tinggi 
                                                          
39 Dapat dilihat dalam pasal 20 ayat (2) Peratutan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
40 Sirajuddin, dkk, 2016, Hukum Administasi Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press, 
hlm. 110 
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b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 
antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor 
Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah). Dana perimbangan terdiri 
atas, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dan 
berasal dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan lain-lain pendapatan 
yang sah antara lain hibah atas dana darurat dari pemerintah pusat41. 
Selain membantu dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat 
dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar 
daerah42   
Belanja daerah menurut UU Keuangan Negara yaitu semua 
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai 
kekayaan bersih suatu daerah43. Belanja daerah itu sendiri meliputi semua 
pengeluaran dari rekening kas daerah yang menguragi ekuitas dana lancar, 
yang merupakan kewajiban daerah dalam setahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh kembali pembayaran oleh daerah. Belanja daerah 
diproitaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 
kehidupanmasyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah untuk 
                                                          
41 Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 
Secara Langsung, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 144 
42 Sirajuddin, dkk, 2016, op.cit, hlm 111 
43 Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara 
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melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 
nasional, serta keutuhan NKRI dan lain-lain.   Berdasarkan Pasal 16 ayat 
(4) UU keuangan Negara, Belanja daerah dibagi menurut organisasi, fungsi, 
dan jenis belanja yang dirincikan sebagai44: 
a. Rincian belanja daerah menurut organisasi yang disesuaikan 
dengan susunan perangkat daerah/ lembaga teknis daerah 
b. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiridari 
pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, 
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 
parawisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan 
social 
c. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) 
antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja 
modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial  
Berdasarkan rincian belanja daerah diatas, maka dalam penggunaan 
belanja daerah itu sendiri perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu45: 
a. Analisis standar kerja, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja 
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 
b. Standar harga, yaitu harga satuan setiap unit barang yang 
berlaku di autu daerah 
c.  Tolak ukur kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada 
setiap satuan kerja perangkat daerah 
                                                          
44 Nur Basuki Minarno, 2010, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm.119 
45 Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 
Secara Langsung, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.148-149 
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d. Standar pelayanan minimal, yaitu standar suatu pelayanan yang 
memenuhi persyaratan minimal kelayakan 
Yang dimaksud dengan pembiayaan daerah menurut Pasal 1 ayat 
(17) UU Keuangan Negara adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Pembiayaan bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran, 
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan struktur pembiayaan dalam 
APBD terdiri atas46: 
a. Belanja tidak terduga, dianggarkan untuk pengeluaran 
penanganan bencana alam, bencana social, atau pengeluaran 
lainnya yang sangat berkaitan diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah 
b. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yaitu 
pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk 
persediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan 
masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan 
penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah 
ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah. 
                                                          
46 Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, Hlm. 91 
30 
c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dianggarkan untuk 
pengeluaran dengan kriteria bahwa tidak menerima secara 
langsung ambil barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi 
dalam transaksi pembelian dan penjualan atau tidak 
mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan dating, 
seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi. 
Pengelolaan keuangan daerah yang dimana nantinya harus sesuai 
dengan fungsi APBD dan berdasarkan struktur APBD haruslah baik sejak 
dimulainya tahap perencanaan/penyusunan APBD itu sendiri. APBD harus 
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 
kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD harus sesuai dengan 
yang direncanakan dalam dalam mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakatuntuk tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Perubahan 
dan pertanggungjawaban APBD ditetapkan dalam bentuk perda. Maka dari 
itu dalam penyusunan APBD diharapkan pemerintah memperhatikan hal-
hal berikut: 
a. Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi tanpa membebani 
masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan, efisiensi 
biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, 
dan menegakkan sanksi hokum bagi penghindar pajak 
b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penghematan dibidang 
belanja daerah sesuai prioritas 
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c. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan/proyek 
pada dinas terkait yang bertanggungjawab melayani masyarakat 
secara langsung 
d. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dari KKN dan 
berwibawa 
Sehingga nantinya tata kelola pemerintahan dapat berjalan dan 
terkelola dengan baik. Oleh Karena itu, perlu dilakukan pembenahan awal 
di system penatausahaan keuangan daerah yang termuat dalam UU 
Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 
tentang pemeriksaan, peneglolaan, dan tanggung jawab keuangan negara 
dengan mengedepankan basis pada kinerja dan mengutamakan aspirasi 
masyarakat, berpola strategis dan pendekatan akuntabilitas publik sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah.   
3. Dasar Hukum Pengelolaan APBD 
Dalam pengelolaan APBD, tidak dengan semata-mata mengelola 
begitu saja tanpa memperhatikan dasar hukum dalam pengelolaan APBD 
itu sendiri. Karena apabila dikelola tanpa ada dasar hukum, maka tindakan 
pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan semena-mena tanpa 
memperhatikan kepentingan rakyat kecil.  Adapun yang menjadi dasar 
hukum dalam pengelolaan APBD adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 23 ayat (1) 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonomi 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
12.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah 
Daerah 
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D. Desentralisasi Fiskal 
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar memiliki perbedaan 
dalam hal redaksionalnya. Seperti halnya menurut Joeniarto, desentralisasi 
adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah 
lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah 
tangganya sendiri.  
Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan 
wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat 
dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan 
Soejito mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan 
pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.47  
Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem negara Republik Indonesia. 
Secara umum, konsep dari desentarlisasi adalah mencakup aspek 
politik, adminstrasi, ekonomi, dan fiskal. Dimana desentarlisasi fiskal itu 
sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan pelayanan 
disektor publik itu sendiri seperti halnya dalam pengeluaran untuk 
mendukung pelayanan sector publik dengan berdasar akan pelaksanaan 
otonomi daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terciptanya hasil positif 
dari desentralisasi, yakni: 
                                                          
47 Ni’matul Huda, 2013 Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi, Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, hlm. 329 
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a. Akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan ke dalam 
sumber-sumber pemerintah pusat telah meningkat 
b. Desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah 
bidang 
c. Di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas 
administrasi dan teknik pemerintahan/organisasi daerah, 
meskipun peningkatan ini berjalan lambat 
d. Organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan 
local untuk rencanakan dan melaksanakan pembangunan. 
e. Perencanaan di tingkat regional dan local semakin ditekan 
sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional 
dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru 
dalam proses pembuatan keputusan.48  
Pelaksanaan otonomi daerah seringkali dipelintir menjadi konsep 
automoney telah menyebabkan kebutuhan yang besar bagi daerah untuk 
menyusun berbagai skema keuangan daerah guna membiayai bergesernya 
berbagai otoritas dari pusat ke daerah. Alasan klasik seperti adanya 
pembatasan dana bagi daerah oleh pusat maka membuat berbagai daerah 
mengekploitasi habis-habisan sumber pendanaan bagi PADnya.49  
Pengalaman internasional selama ini jelas memperlihatkan bahwa 
apabila suatu negara mendesentralisasikan langsung tanggung jawab 
pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang 
                                                          
48 Ibid, hal 331-332 
49 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 
hlm. 197 
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tersedia, maka tindak pelayanan akan semakin menurun. Hal lain yang 
akan selalu dilakukan oleh daerah adalah menekan pusat untuk 
mendapatkan kucuran dana maupun pinjaman yang besar untuk 
menghindari hal tersebut. Dalam banyak kasus hal kedua sering kali 
berhasil dilakukan, namun faktor ketidakseimbangan neraca antara 
pengeluaran daerah dan pinjaman yang dilakukan merupakan problematika 
desentralisasi fiskal. Namun apabila terjadi sebaliknya, yaitu jika lebih 
banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan maka 
mobilisasi dana daerah dapat menurun dan menyebabkan 
ketidakseimbangan makroekonomi suatu daerah.50 
Manfaat dari otonomi daerah adalah untuk membebaskan 
pemerintah pusat dari beban-beban urusan domestik yang tidak periu 
dicampuri oleh pusat sehingga nantinya pemerintah pusat dapat 
berkonsentarsi dan dapat mengambil keuntungan maupun manfaat dari 
kecendungan global melalui kebijakan makronasional yang strategis. 51 
Desentralisasi memerlukan adanya mutual understanding antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintah. Hal ini agar nantinya berpengaruh terhadap pengembalian 
harga diri pemerintah dan masyarakat daerah sambal menstimulasikan 
tumbuhnya kreativitas dan iNomorvasi lokal dari masyarakat sehingga 
nantinya akan terwujud otonomi rakyat. Hal inilah yang merupakan 
argumen yang digunakan untuk memunculkan desentralisasi itu sendiri.52 
                                                          
50 Ibid hlm. 197 
51 Ibid hlm. 198 
52 Ibid hlm. 198 
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Pengelolaan fiskal yang semula hanya dipandang bersifat 
komplenter terhadap kebijakan birokrasi publik, sekarang telah dibangun 
sebagai suatu sistem tata kelola spesifikyang perlu secara jelas diatur 
dalam reguasi khusus. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem 
keuangan daerah yang pada hakikatnya memiliki peranan ataupun 
beberapa implikasi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, yaitu53: 
a. Redefinisi visi pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk 
mewujudkan tujuan bernegara 
b. Rekontruksi tentang kendali organisasi dalam pengelolaan fiskal 
memperjelas sistem pendelegasian wewenang dalam 
pengelolaan keuangan 
c. Pemisahan secara tegas pemegang kewenangan administrative 
dengan pemegang kewenangan pembendaharaan akan 
meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya 
saling uji dalam proses pelaksanaan anggaran 
d. Sebagai wujud dari komitmen untuk menyelenggarakan 
pengelolaan fiskal secara efektif, efisien dan cermat, maka deficit 
anggaran perlu dikendalikan. 
e. Diintroduksikan secara penuh perihal penerapan anggaran 
berbasis kinerja di sector publik yang diikuti dengan perubahan 
klasifikasi anggaran agar sesuai dengan yang digunakan secara 
internasional. 
f. Komitmen penguatan kapitalitas fiskal daerah sejalan dengan 
otonomi daerah. 
                                                          
53 Ibdi hlm. 199-200 
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Pengelolaan fiskal harus sesuai dengan prinsip good governance 
menjadi bingkai bagi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam negara 
kesejahteraan. Namun pembaharuan visi dan sistem pengelolaan fiskal 
hanya akan berhasil apabila ditempatkan sebagai bagian intergral dari 
reformasi sistem dan kultur pemerintahan yang secara menyeluruh harus 
di perbaiki.54  
Untuk itu, dalam tata kelola keuangan daerah perlu adanya 
penguatan sistem fiskal daerah yang harus dilakukan pusat untuk 
mengimbangi sistem pendekatan yang dipakai pemerintah daerah dengan 
mengeluarkan dana perimbangan dari APBN untuk mengimbangi 
desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni dana 
bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi 
khusus(DAK).   
DBH terbesar untuk daerah menurut UU No. 32/ 2004 jo. PP 
No.55/2005 bersumber dari PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Di sistem DAU sendiri ditentukan besarannya dengan berdasa 
sistem imbangan sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk daerah.55  
Oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dan 
transparansi. Hal ini dapat dilakukan dengan perlunya penyusunan 
panduan analisis yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun 
sehingga dapat merespon informasi keuangan daerah yang disampaikan 
pemerintah dan juga dipermudahnya masyarakat dalam memberi masukan, 
                                                          
54 Ibid hlm. 201 
55 Ibid hlm. 201 
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usulan, maupun koreksi pada informasi keuangan yang di keluarkan 
pemerintah daerah.  
 
E. Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu 
Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat/   
Masyarakat di daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia. Secara keseluruhan, 
mereka juga berhak atas kedaulatannya yang merupakan hak mereka yang 
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.56 
Oleh Karena itu, masyarakat di daerah harus diberikan kesempatan untuk 
menetukan sendiri masa depannya masing-masing. Maka diberikan lah 
kesempatan pada masyarakata untuk melakukan pemilihan kepala daerah 
untuk menetukan masa depan daerahnya sendiri. Hal ini timbul Karena 
masyarakat saat ini sudah cerdas lama menentukan masa depannya. Untuk 
itu diperlukanlah suatu badan yang menjadi pelaksana. Pelaksanaanya pun 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditiap daerah. 
Pemilihan kepala daerah merupakan istilah yang saat ini sudah 
sering didengar oleh masyarakat. Yang pada saat ini dianggap sebagai 
salah satu bentuk pesta demokrasi yang menentukan nasib rakyat. Ilmuwan 
politik Juan J Linz dan Alfred Stepan mengatakan bahwa suatu negara 
dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain masyarakat 
                                                          
56 Dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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memiliki kebebasan untuk merumuskan preferensi-preferensi politik 
mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; 
memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; 
serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.57 Oleh 
Karena itu maka muncullah pemilihan kepala daerah yang dikonsepkan 
secara langsung.  Konsep pemilihan secara langsung dilaksanakan sejak 
tahun 2005 dengan didasarkan pada ketentuan UU Nomor. 32 tahun 2004 
yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, 
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Apabila dicermati, 
sesunggunnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan 
bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan 
yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, 
oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara 
Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan 
wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. 58 
                                                          
57 Dikutip dari http://palapanews.com/2015/10/05/pilkada-serentak-dan-resolusi-konflik/ 
tanggal 20 November 2016 pukul 00.48 WITA. Pada tulisan di web ini, penulis artikel 
mengkritik perihal pilkada serenta dan bagaimana konflik mempengaruhi pilkada serentak 
itu sendiri 
58 Nopyandri, “PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM 
PERSPEKTIF UUD 1945 UNRI”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 
Vol 2, Nomor 2 tahun 2011, hlm. 2 
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Pemilihan kepala daerah terkhusus walikota merupakan salah satu 
wujud dari hak otonomi negara. Karena sesuai arahan dalam penjelasan 
UU Pemerintahan daerah mengatakan bahwa pemberian otonomi daerah 
diberikan selebar-lebarnya kepada daerah yang arahnya nanti 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Prinsip pemberian 
hak otonomi didasarkan pada prinsip negara kesatuan  
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tersebut, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota 
secara langsung dan demokratis.59 Definisi dari peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang tersebut secara nyata memihak pada 
masyarakat dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang dimana menginginkan pemilihan 
secara demokratis oleh rakyat. 
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah terkhusus walikota harus 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.60 
Sedangkan untuk prinsip pelaksanaannya sendiri diatur di Peraturan 
Pemerintah Pengannti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota.61 
                                                          
59 Dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota 
60 Dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota 
61 Dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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Pada awalnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan 
memakai sistem keterwakilan. Dalam hal ini masyarakat diwakili oleh 
anggota DPRD dalam menentukan siapa kepala daerah mereka. Namun 
pada akhirnya kewenangan tersebut dicabut dengan munculnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tntang Pemerintahan Daerah. Pemilihan 
kepala daerah awalnya dipilih oleh DPRD kini beralih pada pemilihan 
langsung yang nantinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini 
dilakukan karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
terkhususnya pemilihan walikota, dilakukan dengan cara pemilihan secara 
langsung oleh masyarakat yang otomatis secara tidak langsung melalui 
pemilihan ini demokrasi masyarakat semakin kritis dan perwujudan 
demokrasi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 terwujud.62 
Alasan kenapa terjadi pergantian sistem yang awalnya dari 
keterwakilan menjadi sistem pemilihan langsung adalah kewenangan 
DPRD terlalu powerful dalam proses politik yang pada akhirnya memicu 
terjadinya korupsi dan penyuapan. Wewenang DPRD yang sangat luas itu 
seringkali disalahgunakan oleh mereka dalam menetukan siapa kepala 
daerahnya. Mereka hanya melihat isi kantong calon daripada menampung 
dan mencari calon yang mumpuni dalam menyelesaikan masalah 
dilapangan. Selain itu, alasan kenapa diadakan pemilihan kepala daerah 
secara langsung, khususnya pemilihan walikota adalah untuk menimalisir 
penyuapan dan sogok menyogok. Selain itu juga agar pemilihan tersebut 
berjalan objektif demi masa yang akan datang.63 
                                                          
62 Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 
Secara Langsung, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 96 
63 Ibid hlm. 96 
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Untuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah sendiri, dapat 
dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 yang dimulai dalam Bab VII tentang Pendaftaran Calon 
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pendaftaran baik itu calon 
perseorangan yang memiliki ketentuan jika dalam kabupaten/kota harus 
memenuhi minimal jumlah dukungan dari masyarakat mengikuti jumlah 
masyarakat dalam kanupaten/kota tersebut maupun calon dari partai 
polituk ataupun gabungan partai politik jika telah memenuhi persyaratan 
perolehan 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di DPRD ataupun 
25%(Dua Puluh LIma Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dari 
pemilihan umum DPRD.64 Untuk penetapan calon sendiri diatur dalam Bab 
IX tentang penetapan calon yang dilakukan oleh KPU, termasuk 
didalamnya pengundian nomor urut calon dan penarikan dukungan oleh 
partai ataupun gabungan partai pada calon.65 Sedangkan untuk 
pengesahan dan pengangkatan termasuk pelantikan dari calon yang 
memenangkan pemilihan diatur dalam Bab XXI tentang Pengesahan 
Pengangkatan dan Pelantikan yang nantinya KPU akan menetapkan 
tanggal pengesahan, pengangkatan dan pelantikan yang nantinya akan 
dilantik oleh baik itu Presiden ataupun Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur 
terpilih ataupun Gubernur bagi Bupati/Walikota terpilih.66 
 
                                                          
64 Dapat dilihat dalam Pasal 39 sampai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
65 Dapat dilihat dalam Pasal 51 sampai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
66 Dapat dilihat dalam Pasal 160 sampai Pasal 165 Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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F. Mekanisme Pembiayaan dan Penambahan Anggaran Pemilihan 
Kepala Daerah 
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Pemilihan Kepala 
Daerah 
Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten memiliki 
kewajiban dalam membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh 
karena itu, untuk mengeluarkan anggaran tersebut, pemerintah perlu 
memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Adapun 
dasar hukum dari pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota. 
Lebih jelasnya, dasar hukum adanya aturan tersebut yakni, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Hibah Daerah. 67  
2. Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri, 
pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah. Kewajiban pembiayaan pemilihan kepala daerah sendiri 
                                                          
67 Dapat dilihat dalam Hal Mengingat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2015 
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diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 44 tahun 2015 yang 
berbunyi 
“Pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati atau 
walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/ 
kota. Apabila terjadi pengihtungan dan pemungutan suara ulang, 
dan/atau pemilihan susulan, pendanaa dibebankan pada APBD 
provinsi/kabupaten/kota yang bersangutan.”68 
 
Terkait pembiayaan pelaksanaan itu sendiri, dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 dapat dilihat proses 
pembiayaannya, yaitu: 
a. Penganggaran 
Untuk penganggaran dari pembiayaan pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah dapat dilihat dalam pasal Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2015, yang berbunyi:69 
“Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada 
Gubernur. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU 
Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada 
Bupati/Walikota.” 
  
Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan 
diusulkan oleh Bawaslu Provinsi.70 
Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-
                                                          
68 Dapat dilihat dari pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
69 Dapat dilihat dari pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
44 Tahun 2015 
70 Dapat dilihat dari pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
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undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan 
pemilihan.71 
Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibahas bersama antara TAPD dengan 
KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.  Usulan kebutuhan pendanaan 
kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas 
bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas 
Kabupaten/Kota.72 
Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, pembahasan 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara TAPD 
dengan Bawaslu Provinsi.73 
Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan 
pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).74 
Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan 
dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.75 
 
                                                          
71 Dapat dilihat dari pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
72 Dapat dilihat dari pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
44 Tahun 2015 
73 Dapat dilihat dari pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
74 Dapat dilihat dari pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
75 Dapat dilihat dari pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
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b. Pelaksanaan dan Penatausahan 
Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota tentang APBD dan Peraturan 
Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai 
peraturan perundang-undangan.76 
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD 
setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah.77 
DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk 
pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri atas 
belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU 
Provinsi dan belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 
Bawaslu Provinsi.78 
DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk 
pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 
Walikota, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dan 
belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 
Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota79 
                                                          
76 Dapat dilihat dari pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
77 Dapat dilihat dari pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
78 Dapat dilihat dari pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
79 Dapat dilihat dari pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
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DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan 
sesuai peraturan perundang-undangan.80 
Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh 
Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.81 Belanja hibah kegiatan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dituangkan dalam 
NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.82 
Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 
dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD 
dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.83 
Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 
Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD 
dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas 
Kabupaten/Kota.84 
NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan; 
                                                          
80 Dapat dilihat dari pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
81 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
82 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
83 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
84 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
48 
d. hak dan kewajiban; dan 
e. tata cara penyaluran hibah.85 
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta 
integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 
akan digunakan Sesuai dengan NPHD.86 
PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah 
kegiatan pemilihan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja 
hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Panwas 
Kabupaten/Kota.87  
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah 
kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai 
peraturan perundang-undangan88 
Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan 
sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan 
penyelenggaraan pemilihan.89 
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan 
belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.90 KPU 
                                                          
85 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
86 Dapat dilihat dari pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
87 Dapat dilihat dari pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
88 Dapat dilihat dari pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
89Dapat dilihat dari pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
90 Dapat dilihat dari pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
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Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 
penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.91 
Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan 
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan 
pemilihan.92  
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan 
material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang 
dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-
undangan.93 
Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab 
secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan 
pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota 
sesuai peraturan perundang-undangan.94 
Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih 
terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas 
Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan 
Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.95 
                                                          
91 Dapat dilihat dari pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
92 Dapat dilihat dari pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
93 Dapat dilihat dari pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
94 Dapat dilihat dari pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2015 
95 Dapat dilihat dari pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
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3. Mekanisme Penambahan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 
Dilakukannya penambahan anggaran adalah untuk penyesuaian 
terhadap anggaran itu sendiri. Penyesuaian APBD dilakukan apabila96: 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umum APBD 
b. Keadaan yang menyebabkan dilakukan penggeseran anggaran 
antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja 
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan 
d. Keadaan darurat 
e. Keadaan memaksa  
Keadaan darurat yang dimaksud dalam penyesuaian APBD diatas, 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi97: 
“Keadaan darurat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat” 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam 
penyesuaian APBD diatas, yaitu: 
“Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) 
huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dan/atau pengeluaran dlam APBD mengalami kenaikan atau 
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen)” 
 
 Untuk mekanisme penambahan anggaran itu sendiri dapat dilakukan 
dalam bentuk perubahan APBD yang dapat dilakukan dalam bentuk 
                                                          
96 Dapat dilihat dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
97 Dapat dilihat dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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penggeseran anggaran yang kemudian hasil dari penggeseran itu disahkan 
menjadi peraturan daerah tentang perubahan anggaran. Mekanisme 
penggeseran anggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Negara.  Adapun mekanisme penggeseran menurut aturan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 160: 
(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, 
dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 
154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar objek belanja dan 
antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA SKPD 
(2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan DPRD 
(3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakuksan atas persetujuan sekertaris daerah 
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar 
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
rancangan peraturan daerah tentang APBD 
(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, 
dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah 
peraturan daerah tentang APBD 
(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/atau pengurangan akibat pengeseran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam 
kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD 
(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah 
 
Untuk keadaan darurat sendiri, diatur dalam pasal 162 ayat (2) dari 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: 
“Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD” 
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Untuk mekanisme lebih lanjut perihal penambahan anggaran 
pemilihan kepala daerah sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 44 Tahun 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi; 
(1) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan 
kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan 
dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, 
Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan 
Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan 
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 
APBD, penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan 
dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 
(3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan 
dilakukan Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran pendanaan 
kegiatan Pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.” 
(4) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada 
DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
(5) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. 
(6) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran 
anggaran dari belanja tidak terduga dan/atau hasil penjadwalan 
ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 
APBD dan/atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan 









A. Lokasi Penelitian 
Di dalam penyusunan ini, dipilih lokasi penelitian yaitu di Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado, Sulawesi 
Utara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam mengeluarkan anggaran 
dana untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota Manado 2015  serta 
menentukan kebijakan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pertimbangan penulis adalah bahwa data dan informasi 
yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian mudah diperoleh dan 
sangat relevan dengan objek penelitian 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini 
maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), teknik ini dilakukan 
dengan cara melakukan Interview (wawancara) guna 
memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan 
karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan 
narasumber yang dianggap memiliki kemauan dan pengetahuan 
mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Wawancara 
dilakukan terutama dengan pejabat yang terkait dengan 
pengelolaan APBD kota Manado dalam hal ini Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota 
54 
Manado, Bagian Anggaran Badan Keuangan dan Pemeliharaan 
Kota Manado, dan Komisioner KPU selaku penanggungjawab 
pelaksana pemilihan walikota Manado 
2. Penelitian Pustaka (Library Research), teknik pengumpulan data 
ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan 
menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal, 
majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan 
topik, fokus, dan relevansi penelitian. Disamping itu juga dengan 
menggunkan peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan objek penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini 
diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan 
analisis dari perspektif hukum administrasi negara 
 
C. Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis dengan 
menggunakan pendekatan statute approach (Pendekatan Undang-
Undang). Penelitian ini dilakukan dengan analisis dan kontruksi terhadap 
data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dituliskan dalam bentuk 
deskriptif. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara 
(Interview) dengan pihak- pihak terkait yang berkompeten 
55 
dibidangnya dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado, Bagian Anggaran 
Badan Keuangan dan Pemeliharaan Aset Daerah Pemerintah 
Kota Manado  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian skripsi ini antara lain berupa buku, 
jurnal, artikel, perundang-undangan dan karya tulis dalam bentuk 
media dan media internet yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini serta dokumen yang tersedia di lokasi penelitian 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, 
dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data 
yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif kemudian disajikan secara objektif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini sehingga diperoleh pengertian atau 
pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai 
perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari 
penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil 
kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan 
yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Mekanisme Pelaksanaan Penambahan Anggaran Pelaksanaan 
Pemilihan Walikota Manado 2015 Dengan Menggunakan APBD 
Kota Manado 
1. Hasil Wawancara dan Penelitian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di 
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.98 Hal ini jelas sudah 
diketahui oleh seluruh masyarakat pada umumnya.  Oleh karena itu, 
berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara, Pengelolaan 
keuangan negara maupun keuangan daerah itu sendiri harus dikelola 
secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertangnggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutannya. Oleh Karena itu, anggaran daerah dalam hal ini 
APBD secara nyata merupakan wujud dari instrumen kebijakan anggaran 
daerah yang menduduki posisi sentral yang berpengaruh terhadap 
kebijakan penganggaran di daerah itu sendiri. APBD juga merupakan 
sarana yang digunakan untuk mendukung seluruh kebutuhan dalam 
pelaksanaan pemerintahan di darah, sebagai konsekwensi dari konsep 
Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Sehingga 
                                                          
98 Diatur dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang no 17 tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara yang membahas tentang pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau biasa disebut APBD 
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eksistensi APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidaklah 
terlepas dari pandangan bahwa APBD merupakan sarana yang digunakan 
oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, 
sebagaimana juga halya tujuan APBN yang disebutkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:99 
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”   
 
Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Kota Manado tentu 
juga berwenang untuk mengelola APBD melalui Pemerintah Daerahnya. 
Dalam APBD tentu di dalamnya terdapat rencana kerja dan biaya anggaran 
dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyatnya, baik secara fisik dalam 
hal ini pembangunan kota secara fisik maupun secara non-fisik yaitu dalam 
membantu peningkatan pemberdayaan aparatur sipil negara maupun 
masyarakat.  Sebelum melaksanakan APBD dalam suatu tahun anggaran, 
maka terlebih dahulu Pemerintah mengajukan RAPBD dalam satu tahun 
anggaran kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Dalam fakta di 
lapangan, terkadang transisi antara RAPBD hingga ditetapkan menjadi 
APBD atau juga transisi antara ditetapkan sebagai APBD dengan 
pelaksanaan APBD di daerah kerap mengalami permasalahn-
permasalahan, seperti halnya yang terjadi pada perencanaan maupun pada 
pelaksanaan APBD Kota Manado.  
                                                          
99 Dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
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Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pencairan dana APBD 
Kota Manado, terkhusus terhadap penambahan anggaran pemilukada, 
kegiatan pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sebelum dilakukan 
pencairan dana tambahan sehingga pelaksanaan pemilihan dilakukan 
tanpa cukup tersedia anggarannya yang kemudian membuat pemerintah 
daerah harus melakukan perencanaan ulang dalam menganggarkan dana 
yang dibutuhkan karena kegiatan telah dilaksanakan sebelum dana 
kegiatan cair. 
Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan walikota yang secara 
nyata merupakan agenda strategis nasional untuk mendukung regenerasi 
pemimpin daerah nantinya yang walaupun pada akhirnya pemilihan 
tersebut ditunda dan dialihkan ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2016. Dan 
pada akhirnya pemilihan tersebut dilaksanakan sebelum cukup tersedia 
anggaran. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian pada negara dari sisi 
keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penambahan penambahan 
anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk 
menyukseskan pemilihan walikota yang sempat tertunda tersebut. 
Penambahan anggaran tersebut perlu dilakukan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
Seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya bahwa 
pelaksanaan pemilihan walikota Manado 2015 sempat tertunda dan 
dialihkan ke tahun 2016. Artinya perlu penambahan anggaran untuk 
melaksanakan pemilihan tersebut. Menurut Manarsar Panjaitan selaku 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bahwa: 
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“Pemerintah Kota Manado perlu melakukannya penambahan 
anggaran untuk menyukseskan pemilihan walikota 2015 yang 
tertunda tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan agenda 
strategis nasional yang diturunkan dari pusat.”100 
 
Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota 
Manado dan data yang diperoleh oleh penulis dari penelitian, maka penulis 
membagi proses penambahan anggaran tersebut menjadi beberapa sub 
bagian, yaitu: 
a. Perencanaan dan Penyusunan 
Untuk melakukan penambahan anggaran perlu dilakukan 
penyusunan dan perencanaan agar nantinya penganggaran tersebut dapat 
berjalan lancar. Oleh karena itu, dilakukan pembahasan terlebih dahulu 
untuk menyusun anggaran yang betul-betul dibutuhkan. 
KPU selaku pelaksanan mengirimkan surat permohonan Nomor 
164/KPU-MDO/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 perihal penyampaian 
penambahan anggaran pelaksanaan pemilihan walikota manado 2015 
yang sebelumnya ditunda beserta lampiran rencana kebutuhan anggaran 
ke pemerintah kota manado.101 
 Pada tanggal 6 Januari 2016 dibahas oleh tim anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) dalam hal ini sekertaris daerah selaku ketua TAPD beserta 
anggota TAPD dengan KPU kota Manado. Yang dalam rapat tersebut KPU 
                                                          
100 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. Manarsar Panjaitan. M.Si pada 
Tanggal 21 Maret 2017 
101 Sekretaris Daerah Kota Manado. Kronologis Pembahasan Anggaran Pilkada Susulan 
Kota Manado Tahun 2016 Antara Pemerintah Kota Manado Dengan Kpu Kota Manado 
Dan Hasil Rapat TAPD Kota Manado, Agustus 2016. Notulis: Manarsar Panjaitan. Hlm. 1 
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menjelaskan mengenai penggunaan anggaran, sisa anggaran, dan 
rencana anggaran yang dibutuhkan.102  
Disisi lain, dalam rapat pembahasan itu juga, pemerintah kota 
manado memberi tanggapan sebagai berikut:103 
a. Dana Pemilukada Tahun 2015 sudah dianggarkan dalam APBD 
Induk Rp.20.000.000.000,00 dan APBD Perubahan 
Rp.1.000.000.000,00 sehingga ber jumlah Rp.21.000.000.000,00 
dan telah di hibahkan ke KPU Manado sebesar 
Rp.20.000.000.000,00 
b. Dana Pemilukada Lanjutan tahun 2016 tidak tertata dalam APBD 
tahun 2016 dan juga tidak pernah di bahas dalam KUA PPAS 
maupun pada saat pembahasan Ranperda APBD antara 
Pemerinta Kota Manado  bersama DPRD Manado. 
c. Perlu menunggu salinan Putusan Mahkamah Agung 
d. Perlu dibuat khonorologis pelaksanaan Pemilukada sehingga 
terjadi penundaan. 
e. Usulan dana pelaksanaan Pemilukada bukan hanya dari KPU 
kota Manado tetapi perlu juga Kajian Anggaran dari Panwalu Kota 
Manado dan aparat keamanan dalam pelaksanaan Pemilukada. 
Pada tanggal 12 Januari 2016 Sekretaris KPU Kota Manado 
mengirimkan surat ke Pemerintah Kota Manado yang di tujukan langsung 
ke Kepala BPK-BMD, Surat nomor 02/Ses-MDO-023/I/2016 tanggal 12 
Januari 2015 perihal permohonan persetujuan penggunaan anggaran sisa 
                                                          
102 Ibid, hlm. 1 
103 Ibid, hlm. 1 
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dana hibah TA 2015   sebesar Rp. 2.372.151.258,00 guna membiayai 
pelaksanaan Tahapan Pemilikada Lanjutan/Susulan  tahun 2016 hal 
tersebut sesuai Surat KPU RI nomor: 1768/SJ/XII/2015 tanggal 29 
Desember 2015 perihal Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan 
Atas Belanja Hibah Langsung Uang Pilkada yang ditanda tangani 
Sekretaris Jenderal KPU pada point 9 “ Penggunaan sisa uang yang 
berasal dari dana hibah guna membiayai pelaksanaan terkait adanya 
pemilihan ulang / susulan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu merevisi 
RAB dana tahapan pemilihan yang telah dibahas/disetujui oleh TAPD dan 
mendapat persetujuan dari Kepala PPKD/SKPD setempat dan tetap 
berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 
tahun 2015.104 
Setelah dilakukan klarifikasi atas usulan anggaran, maka KPU 
melalui surat Nomor 05/KPU-MDO-023/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016, 
maka KPU lakukan revisi kebutuhan menjadi jumlah anggaran yang 
dibutuhkan sebesar Rp.7.589.606.330,00 dan setelah diperhitungakan sisa 
saldo tahun 2015 sebesar Rp.2.372.151.258,00 maka tambahan dana yang 
dibutuhkan sebesar Rp.5.217.485.072,00.105 
Pada tanggal 29 Januari 2016, pada saat surat dari KPU tersebut 
diterima oleh pihak pemerintah kota manado, maka dilakukan rapat 
pembahasan dalam bentuk rapat TAPD. Dari rapat tersebut dana yang 
                                                          
104 Ibid, hlm. 2 
105 Ibid, hlm. 2 
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disetujui dan diusulkan tambahan anggaran untuk pergeseran anggaran 
sebesar Rp.5.217.485.072,00.106 
Pada tanggal Pada tanggal 4 Feberuari 2016 Kepala BPK-BMD 
Kota Manado mengirimkan surat ke KPU kota Manado surat Nomor 
900/LT-14/BPKBMD/52/2016 tanggal 4 Peberuari 2016 yang dalam surat 
tersebut, berdasar rapat TAPD  menyetujui penggunaan sisa dana hibah 
TA 2015 yang ada pada Kas Komisi Pemilihan Umum Kota Manado 
sebesar Rp.2.372.151.258,00107 
Pada Tanggal 9 Februari 2016, diadakan rapat TAPD dan dalam 
rapat tersebut dilampirkan draft lampiran naskah Perubahan Walikota 
tentang Penjabaran APBD TA 2016. Dalam draft tersebut dilampirkan juga 
usulan anggaran dari KPU.108   
Setelah disetujui dalam rapat TAPD, maka pemerintah kota manado 
mengirimkan surat nomor 910/LT.14/136/BPK-BMD/2016 tertanggal 10 
februari 2016 kepada pimpinan DPRD Kota Manado perihal rencana 
pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan pemilihan walikota dan 
wakil walikota manado susulan/lanjutan 2016 untuk dibahas di badan 
anggaran DPRD dan TAPD kota manado. Dan pada hari itu juga TAPD kota 
Manado melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPRD kota manado 
untuk meminta persetujuan agar dapat dilakukan penambahan anggaran 
dalam bentuk penggeseran anggaran dalam APBD 2016. Dalam rapat 
tersebut telah disetujui secara lisan perihal rencana penggesern tersebut. 
                                                          
106 Ibid, hlm. 2 
107 Ibid, hlm. 3 
108 Ibid, hlm. 3 
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Pada tanggal 11 Februari, DPRD Kota Manado secara tertulis memberikan 
persetujuan penggeeran anggaran kepada pemeritah kota melalui surat 
nomor 42/DPRD/II/2016 perihal persetujuan dan dukungan DPRD109 
Setelah disetujui oleh DPRD, maka Pemerintah kota 
memberitahukan kepada KPUD kota manado melalui surat Nomor 
044/LT.14/BPKBMD/154/2016 perihal Penyediaan Anggaran Pilkada 
Susulan/Lanjutan Kota Manado tahun 2016 bahwa penambahan anggaran 
telah disetujui tetapi perlu memakan waktu untuk pencairannya dan didalam 
surat tersebut menjelaskan karena proses administrasi dan pembahasan 
maka proses pencairan baru dapat direalisasi tanggal 22 sampai 23 
Februari 2016. Pemerintah Kota Manado juga menjelaskan dalam surat 
tersebut bahwa surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai jaminan.110 
 Namun tanggal pelaksanaan pemilihan susulan ditetapkan pada 
tanggal 17 Februari 2016, maka pelaksanaan pemilihan dilanjutkan 
sebelum cairnya dana hibah.111 
Sehari setelah pemilihan, yakni tanggal 18 Februari 2016 KPU 
mengirimkan surat kepada pemerintah kota Manado sesuai surat nomor 
31/KPU-Mdo/II/2016 perihal tindak lanjut anggaran PILKADA112 
Pada Tanggal 2 maret 2016, Pemerinah kota mengirim surat kepada 
kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
                                                          
109 Ibid, hlm. 3 
110 Ibid, hlm. 3 -4 
111 Ibid, hlm. 4 
112 Ibid, hlm. 4 
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Sulawesi Utara untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana hibah 
Pilkada dan kekurangan anggaran PILKADA susulan/lanjutan.113 
Disisi lain, KPU mengirim surat kepada pemerintah kota manado 
nomor 42/KPU-MDO-023/III/2016 perihal Pencairan Sisa Anggaran Pilkada 
Susulan Tahun 2016 dimana ditegaskan kembali tentang sisa Anggaran 
Pilkada Susulan yang belum diselesaikan mengingat kegiatan Pilkada pada 
09 Desember 2015 yang ditunda/susulan Pelaksanaan pada 17 Februari 
2016 telah selesai dilaksanakan dan sampai saat masih belum terbayarkan 
honor penyelenggaraan badan adhock PPK, PPS ,KPPS dan pihak ketiga 
serta kegiatan lainnya.114 
Pada tanggal 18 Maret 2016, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi 
Utara mengirimkan surat nomor S-356/PW.18/3/2016 tanggal 18 Maret 
2016 perihal Audit atas Penggunaan dana hibah/kekurangan anggaran 
pelaksanaan Pilkada Susulan/Lanjutan di kota Manado tahun 2016.115 
Disisi lain pada tanggal 31 Maret 2016 Pemerintah Kota Manado 
mengirimkan surat kepada KPU Kota Manado nomor 044/LT.14/BPK-
BMD/311/2016 perihal pencairan sisa anggaran Pilkada Susulan / Lanjutan 
tahun 2016 menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dan 
Pembahasan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 
Kota Manado Tahun 2016.116 
Pemerintah Kota Manado menerima Laporan Hasil Audit atas 
Penggunaan Dana Hibah/Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada 
                                                          
113 Ibid, hlm. 4 
114 Ibid, hlm. 4 
115 Ibid, hlm. 4 
116 Ibid, hlm. 5 
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Susulan/Lanjutan di Kota Manado Tahun 2016 nomor :LHA-
240/PW18/3/2016 dimana dalam laporan tersebut antara lain menjelaskan 
bahwa jumlah dana yang dibutuhkan KPU kota Manado utk pelaksanaan 
Pilkada Susulan/Lanjutan tahun 2016 adalah sebesar Rp.5.601.026.300,00 
dan setelah diperihitungkan dana sisa tahun 2015 sebesar 
Rp.2.372.155.258,00 maka jumlah yang dihibahkan ke KPU untuk 
membayar biaya pelaksanaan Pemilukada Susulan/Lanjuta tahun 2016 
adalah sebesar Rp.3.228.875.042 (Rp.5.601.026.300,00-/- 
Rp.2.372.155.258,00)117 
Kemudian setelah melihat hasil audit terhadap kebutuhan KPU yang 
sebenarnya setelah dilakukannya pemilihan walikota susulan, maka 
pemerintah kota mengirimkan surat Nomor 910/LT.14/BPK-BMD/216/2016 
tanggal 24 Juni 2016 kepada pimpinan DPRD Kota Manado perihal 
Penyampaian Persetujuan rencana pergeseran anggaran dalam rangka 
pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pilkada Susulan/Lanjutan Kota 
Manado Tahun 2016.118 
DPRD kemudian mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota 
Manado, yakni Surat Nomor 125/DPRD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 hal 
persetujuan dimana pada Prinsipnya menyetujui dan kemudian akan di 
anggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2016119 
 
 
                                                          
117 Ibid, hlm. 5 
118 Ibid, hlm. 5 
119 Ibid, hlm. 5 
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b. Penetapan 
Penetapan dapat dilaksanakan apabila telah dilaksanakan 
penyusunan rencana anggaran yang kemudian harus mendapatkan 
persetujuan oleh DPRD. Dalam rapat pembahasan tentang penjabaran 
APBD TA 2016 yang didalamnya termuat rencana anggaran yang 
dibutuhkan KPU dalam pelaksanaan PILKADA, selanjutnya pemerintah 
kota melalui walikota yang telah dilantik, menetapkan penggeseran 
anggaran dalam bentuk aturan yang berupa Peraturan Walikota Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 
Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Manado Tahun Aggaran 2016 yang disah kan pada 28 Juni 
2016. 120  
c. Pelaksanaan 
Untuk pelaksanaannya sendiri, pemerintah kota manado melakukan 
dalam bentuk penggeseran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Walikota Nomor 17 Tahun 2016. 
Oleh karena itu, maka pemerintah kota manado melakukan 
Addendum kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara 
Pemerintah Kota Manado dengan KPU Kota Manado sesuai NPHD Nomor 
48/PH/HKM/2016 dan Nomor 03/KPU-Mdo-023/VI/2016 tanggal 28 Juni 
2016 tentang Pemberian Dana Hibah dalam Rangka Pembayaran Biaya 
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 
                                                          
120 Ibid, hlm. 5 
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Susulan/Lanjutan tahun 2016 sebesar Rp.3.228.875.042,00 dan dilakukan 
satu kali termin sebesar Rp.3.228.875.042,00.121  
Atas dasar NPHD tersebut diatas Pemerintah Kota Manado telah 
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0174/SPM-
LS/BO/1.20.05/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) Nomor 08193/LS/BO/BPK-BMD/VI/2016 tanggal 30 Juni 
2016 sebesar Rp.3.228.875.042,00 ditujukan ke RPL 049 KPU Kota 
Manado untuk Hibah dana PILKADA tahun 2015 dengan rekening Nomor 
0054-01-002309-30-0 pada Bank BRI.122 
d. Pertanggungjawaban 
Adapun pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KPU 
disampaikan pada 17 Januari 2017 dengan rincian realisasi pengguaan 
anggaran sebesar Rp. 5.547.418.155, - dari total dana yang digeser adalah 
Rp.5.601.026.000, - dengan rincian untuk belanja honorarium sebesar Rp. 
2.888.030.000, -, belanja barang konsumsi sebesar Rp. 1.013.323.000, -, 
belanja barang persediaan sebesar Rp. 1.646.065.155, -. Adapun sisa dana 
yang dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp. 53.607.845, -  123 
e. Evaluasi 
Evaluasi penggunaan anggaran berdasarkan pandangan dari 
pemerintah kota manado adalah bahwa penyerapan anggaran telah sesuai 
dengan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini berdasarkan bukti-bukti 
pembayaran yang dilampirkan oleh KPU Daerah Kota Manado dalam 
                                                          
121 Ibid, hlm. 5 
122 Ibid, hlm. 6 
123Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana tambahan KPU tertanggal 17 Januari 
2017  
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laporan pertanggungjawaban dan juga hasil audit BPKP terhadap 
kebutuhan anggaran KPU mengingat bahwa KPU melaksanakan pemilihan 
walikota susulan sebelum cairnya dana hibah ke KPU.124 
2. Analisis Penulis 
Menurut penulis, mengenai mekanisme penambahan anggaran yang 
dilakukan oleh pemerintah kota manado, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan sebelum mengambil kesimpulan terkait apakah pelaksanaan 
penambahan tersebut sudah sesuai atau tidak. Yang pertama, jika dilihat 
dari pelaksanaan mekanisme dengan peraturan terkait mengenai 
pendanaan kegiatan pemilihan, maka harus dilihat dahulu dalam pasal 18 
ayat (2) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA yang berbunyi: 
“Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, 
penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan 
merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.” 
 
Jika dibandingkan antara pasal diatas dengan tindakan pemerintah 
kota manado, maka tindakan pemerintah kota manado adalah tepat karena 
dalam hal penambahan anggraan, pemerintah tidak melakukan perubahan 
APBD, melainkan melakukan penggeseran. Hal ini dapat dilihat dari 
penetapan penambahan anggrana yang dilakukan oleh pemerintah kota 
manado, yakni dengan melakukakn perubahan peraturan walikota tentang 
                                                          
124 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. Manarsar Panjaitan Tertanggal 23 
Maret 2017 
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penjabaran APBD Jika merujuk dari peraturan tersebut maka mekanisme 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sudah sesuai dengan aturan 
terkait penambahan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah.  
Kedua, jika kemudian dibenturkan dengan mekanisme penggeseran 
dan penggunaan dana yang dilakukan pemerintah kota dan yang 
diterapkan dengan pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DANA KEGIATAN 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, maka metode 
penggeseran yang dilakukan pemerintah adalah sudah sesuai dengan yang 
diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut. 
Ketiga, jika dilihat dari proses perencanaan saat melakukan 
penambahan anggaran, sempat dilakukannya evaluasi dan pemeriksaan 
terkait jumlah dana yang akan ditambahkan. Hal ini adalah hal jarang terjadi 
dalam melakukan penggeseran. Artinya, dalam proses penggeseran 
tersebut muncul suatu bentuk proses baru akibat tindakan KPU yang 
melaksanakan pemilihan walikota sedangkan anggaran belum dicairkan. 
Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan terutama bagi penulis. Menurut 
penulis, ada sisi positif dan sisi negatif dari dilakukannya audit dan evaluasi 
oleh pemerintah kota Manado. Dari sisi negartif, hal ini jelas 
mempertanyakan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran yang 
dilakukan oleh KPU sehingga pemerintah kota manado meminta untuk 
dilakukan audit terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan terkait 
berapa anggaran sebenarnya. Selain itu muncul juga dugaan adanya 
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penyelewengan dana oleh KPU ataupun indikasi kerja sama dalam 
melakukan korupsi baik dalam lingkup pemerintahan maupun KPU. Disisi 
positif, dengan dilakukannya audit dan evaluasi terhadap penambahan 
anggaran sebelum dilakukannya penggeseran, hal ini jelas merupakan 
bentuk kejelasan terkait kebutuhan dalam hal pembiayaan kegiatan itu 
sendiri.   
Keempat, dilihat dari fakta proses dilakukannya penambahan 
anggaran dilapangan, dapat dilihat bahwa proses penggeseran anggran 
dikoordinir oleh sekertatis daerah. Oleh karena itu penulis meninjau dari 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dalam pasal 
160 ayat (3) dijelaskan bahwa penggeseran antar objek belanja dalam jenis 
belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekertaris Daerah. Oleh 
karena itu, penggeseran anggaran yang di koordinir oleh Sekretaris Daerah 
adalah sah dan diatur dalam Undang-Undang. Sebagai bentuk konkritnya, 
dalam pasal 160 ayat (4) Permendagri 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa 
perlu dilakukan perubahan terkait peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.  
Dari keempat hal diatas, penulis menganggap bahwa seluruh 
mekanisme yang dilakukan adalah sudah benar walaupun pada 
kenyataannya tidak dapat dihindari ada sedikit perbedaan dengan yang 
biasa terjadi di halaman bahwa pada saat perencanaan, dilakukannya audit 
dan evaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya penggeseran       
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B. Legalitas Penambahan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan 
Walikota Manado 2015 
Jika dilihat dari mekanisme penambahan anggaran, maka perlu 
diketahui apakah penambahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah 
kota manado tersebut sah atau tidak. Dalam hukum administrasi negara, 
untuk meilhat keabsahan suatu tindakan pemerintah, dapat dilihat dalam 
asas legalitas hukum administrasi negara. 
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan bahwa 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:125 
a. Asas Legalitas 
b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan 
c. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Asas legalitas yang dimaksud dalam pasal 5 poin a yaitu bahwa 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar 
hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan 
dan/atau pejabat pemerintahan.126  
Dari penjelasan tersebut, asas legalitas menentukan bahwa semua 
ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-
undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering 
dirumuskan dengan ungkapan “het beginsel van wetmatigheid van bestuur” 
yakni prinsip keabsahan pemerintahan.127  
                                                          
125 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan 
126 Lihat penjelasan pasal 5 poin a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerintahan 
127 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada hlm 91 
72 
Menurut H.D Stout, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.128 
Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, tetapi tetap menjadi 
prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas 
legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan 
pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan 
pemerintahan harus memeiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan 
oleh undang-undang. 
Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni 
“Het vermogen tot het verrichten van bepalde rechtshndelingen”, yaitu 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu129  
Jika melihat penjelasan tentang asas legalitas tersebut, tentu dalam 
pemerintahan, pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan 
tindakan-tindakan hukum tertentu. Hal ini berlaku pada setiap keadaan 
yang berada diluar kegiatan normal pemerintah, seperti dalam melakukan 
penambahan anggaran. 
Tentu dalam pelaksanaan penambahan anggaran itu sendiri 
memiliki kendala. Salah satunya jika ada pembiayaan kegiatan yang tidak 
dianggarkan dalam APBD. Apalagi jika ternyata kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan penting yang berhubungan dengan kepentingan 
daerah tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam penambahan anggaran 
pelaksanaan PILKADA. 
                                                          
128 Ibid hlm 95 
129 Ibid hlm 96 
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Jika dilihat dari kondisi dilapangan, perlu dilihat dahulu ada hal yang 
menentukan sah atau tidaknya penambahan. Yaitu dalam hal pelaksanaan 
kegiatan, biasanya kegiatan dilaksanakan setelah anggaran kegiatan 
tersebut sudah keluar atau cair. Tapi pada nyatanya adalah bahwa kegiatan 
dilaksanakan sebelum anggaran keluar atau cair dalam hal ini pembahasan 
penambahan anggaran masih dalam proses. Hal inilah yang perlu 
diperhatikan sebelum mengkaji apakah penambahan anggaran tersebut 
sah atau tidak. 
Jika mengacu pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, 
maka sudah jelas tindakan pemerintah adalah tidak dibenarkan. Hal ini 
dapat dilihat dari pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi demikian: 
“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk 
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia”  
 
Artinya, jika mengacu pada aturan tersebut jelas bahwa tindakan 
pemerintah dengan melakukan penambahan anggaran pada saat kegiatan 
telah berlangsung tetapi belum tersedia anggarannya adalah salah.  
Penulis merasa bahwa perlu diperhatikan lagi dalam peraturan yang lebih 
khusus terkait pengelolaan keuangan daerah, yakni dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut penulis menilai bahwa kegiatan 
pemilihan ini adalah kegiatan yang tidak diduga dan diluar dari keadaan 
pemerintah kota manado pada saat itu.     
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Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal diatas, maka dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 2 (dua) kategori yang menjelaskan 
tentang kegiatan yang tidak diduga, Kedua kategori  keadaan yang 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 
2006 yaitu: 
1. Keadaan Luar Biasa 
Keadaan luar biasa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri 13 Tahun 2006 yaitu merupakan keadaan yang menyebabkan 
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami 
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).130   
Apabila suatu daerah memiliki progres keuangan yang sebagaimana 
di jelaskan diatas, maka dapat dikategorikan sebagai keadaan luar biasa. 
2. Keadaan darurat 
Keadaan darurat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 memiliki kriteria: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.”131 
                                                          
130 Lihat pasal 163 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan  
131 Lihat pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 
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 Jika dilihat dari 2 (dua) jenis keadaan yang dapat mempengaruhi 
penambahan dan juga dari mekanisme dan peraturan perundang-
undangan, maka penulis melihat bahwa dalam penambahan anggaran 
tersebut terjadi karena keadaan daurat.  
Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 yang menyatakan tentang kriteria keadaan darurat, yang 
berbunyi: 
“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) 
huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.”132 
  
Jika dilihat dari kriteria tersebut, bahwa pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah tersebut dikategorikan sebagai bukan merupakan kegiatan 
normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya, diharapkan tidak terjadi secara berulang, dan berada diluar 
pengaruh dan kendali dari pemerintah daerah itu sendiri. 
Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 
juga dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.133 
                                                          
132 Lihat pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 
133 Lihat pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Selain itu, perlu juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, terkhusus dalam pasal 28 ayat (3)  dan 
ayat (4) yang berbunyi: 
“Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan 
keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam 
rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun 
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umum APBD; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis 
belanja. 
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang 
berjalan. 
Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau 
disampaikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.” 
 
Menurut penulis, kegiatan pemilihan walikota ini merupakan keadaan 
yang harus dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini adalah agenda strategis 
nasional. Oleh karena itu berdasar pasal diatas, penulis mengkategorikan 
kegiatan ini sebagai keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
penggeseran anggaran antar unit organisisasi, antar kegiatan, dan antar 
jenis belanja. Selain itu, mengingat bahwa kegiatan ini dikategorikan 
sebagai keadaan darurat berdasar peraturan menteri dalam negeri Nomor 
13 Tahun 2006 maka sangat wajar menurut penulis jika dilakukan 
pengeluaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dengan 
menggunakan penggeseran anggaran  
 Selain itu, penulis menilai bahwa perlu juga diperhatikan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015. Menurut pasal 18 ayat (2) 
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dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 yang 
berbunyi: 
Pasal 18 ayat 2 
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, 
penggaanggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan 
merubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran 
 
Pasal 18 ayat 6  
Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran anggaran dari 
belanja tidak terduga dan atau hasil penjadwalan ulang capaian 
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan atau 
memanfaatkan uang kas yang tersedia dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan 
 
Dapat dilihat bahwa kedua ayat diatas memperjelas bahwa 
penganggaran pendanaan pemilihan kepala daerah jika tidak dilakukan 
perubahan APBD maka perlu dilakukan perubahan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD dan anggaran yang digunakan adalah 
anggaran tidak terduga.  
Oleh karena itu, menurut penulis bahwa kedua ayat dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri ini semakin memperkuat bahwa apa yang dilakukan 
pemerintah kota manado adalah benar dan sudah sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan APBD, khususnya 
mengenai penganggaran pemilihan kepala daerah. 
Dengan demikian, berdasar analisis penulis dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penambahan anggaran pelaksanaan pemilihan walikota yang 







Berdasarkan hasil penelitian dan teori-teori perundang-undangan 
yang dijadikan sebagai referensi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mekanisme yang digunakan dalam penambahan anggaran 
pemilihan walikota adalah menggunakan mekanisme 
penggeseran. Jika dibandingkan antara das sollen dan dan sein 
dalam hal mekanisme penggeseran, ada sedikit perbedaan 
dalam pelaksanaan dilapangan. Dalam pelaksanaan dilapangan, 
pemerintah melakukan proses evaluasi dan audit terlebih dahulu 
dalam proses penggeseran. Hal ini dilakukan karena kegiatan 
tersebut dilaksanakan sebelum dilakukan penggeseran dan 
pencairan dana terkait pemilihan walikota pada saat itu. Tetapi 
dari mekanisme pengeseran tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Namun yang menjadi pembedanya adalah 
dilakukannya audit terlebih dahulu sebelum dilakukan 
pembahasan penggeseran anggaran.    
2. Dalam hal keabsahan penambahan anggaran berupa 
penggeseran anggaran, pemerintah telah melakukan 
penggeseran anggaran yang dilaksanakan secara sah, dengan 
dasar bahwa dilakukannya penambahan dalam keadaan darurat 
dan diatur juga terkait penambahan anggaran dengan 
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mekanisme penggeseran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 44 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan 
kriteria keadaan darurat dengan keadaan dilapangan. Dimana 
keadaan dilapangan memenuhi kriteria dari keadaan darurat itu 
sendiri. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2015 juga scara jelas melegalkan terkait penambahan 
anggaran tersebut dengan metode penggeseran.    
B. Saran 
1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan dan pelaksanaan 
kegiatan, perlu dilakukan koordiansi yang lebih intens antara 
penyelenggara pemilu dan Pemerintah kota untuk penambahan 
anggaran agar antara jumlah kebutuhan pelaksanaan pemilu 
dapat dianggarkan lebih cepat untuk mengantisipasi terjadinya 
anggaran yang tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan 
dilapangan akibat pelaksanaan kegiatan dan tidak menggangu 
pemenuhan kebutuhan lain yang berpengaruh terhadap jalannya 
pemerintahan. 
2. Perlu dilakukannya penguatan dalam rangka penganggaran dan 
pengelolaan APBD melalui sosialisasi peraturan terkait kegiatan 
yang akan dilaksanakan, bimbingan teknis mengenai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam bentuk 
diskusi dan analisis untuk pengambilan keputusan dalam 
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